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KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
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NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN KONSULTASI PENGELOLAAN DATA DAN
KATALOG UNSUR GEOGRAFI INDONESIA DI PUSAT PENGELOLAAN DAN
PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

Menimbang

Mengingat

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan
Informasi Geospasial selaku penyelenggara pelayanan publik
berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan
dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan
masyarakat, dan kondisi lingkungan;

bahwa pelayanan sosialisasi dan konsultasi pengelolaan data dan
Katalog Unsur Geografi Indonesia di Pusat Pengelolaan dan
Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
merupakan salah satu pelayanan publik yang ada di Badan
Informasi Geospasial, sehingga perlu dilengkapi dengan standar
pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang
Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
tentang Standar Pelayanan Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan
Data dan Katalog Unsur Geografi Indonesia di Pusat Pengelolaan
dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi
Geospasial;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 212);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
615);

5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI
GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG
STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN KONSULTASI
PENGELOLAAN DATA DAN KATALOG UNSUR GEOGRAFI
INDONESIA DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Menetapkan Standar Pelayanan Sosialisasi dan Konsultasi
Pengelolaan Data dan Katalog Unsur Geografi Indonesia di Pusat
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan
Informasi Geospasial, selanjutnya disebut Standar Pelayanan Publik,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam memberikan pelayanan sosialisasi dan konsultasi pengelolaan
data dan Katalog Unsur Geografi Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, penyelenggara pelayanan publik di Badan
Informasi Geospasial harus melaksanakan dan menaati Standar
Pelayanan Publik.

Standar Pelayanan Publik dapat dijadikan acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh pimpinan Badan Informasi Geospasial, aparat
pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik di Badan Informasi Geospasial.
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KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
padatanggal 2 April 2024

DEPUTI BIDANG
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMAS| GEOSPASIAL,

-

IBNU SDFIAN
Tembusan:
1. Kepala BIG;
2. Sekretaris Utama BIG;
3. Inspektur BIG;
4. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG; dan
5. Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama BIG
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Lampiran Keputusan

Deputi Bidang

Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial
Nomor : 2 Tahun 2024

Tanggal = 9 Anril 2024

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN KONSULTASI PENGELOLAAN DATA DAN
KATALOG UNSUR GEOGRAFI INDONESIA DI PUSAT PENGELOLAAN DAN
PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamanatkan
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan hingga penggunaan Data Geospasial (DG)
dan Informasi Geospasial (IG). Proses penyimpanan dan pengamanan merupakan proses
pengelolaan data dimana hal ini dilakukan oleh wali data dengan adanya data yang
diserahkan oleh produsen data. Ketentuan mengenai produsen dan wali data diatur sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Pada unit yang berfungsi sebagai wali data, terdapat tanggung jawab terhadap
pengelolaan data dan informasi geospasial yang diserahkan oleh produsen data. Agar
penyelenggaraan informasi geospasial dapat berjalan dengan baik, wali data harus mampu
menjalankan fungsi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan
peraturan perundangan dan standar terkait pengelolaan data dan informasi geospasial.

Ruang lingkup yang mencakupi pengelolaan data antara lain meliputi proses penyiapan
dan penyimpanan DG dan |G dimana penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan
interoperabilitas struktur Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI). Selain itu pengelolaan
data juga meliputi Penjaminan Kualitas DG dan |G serta Pengamanan DG dan IG. Dengan
demikian hal-hal tersebutlah yang menjadi poin-poin dalam pelaksanaan pengelolaan data
dan informasi geospasial.

Dalam hal tersebut, BIG melakukan pembinaan kepada Kementerian / Lembaga /
Pemerintah Daerah (K/L/D) agar K/L/D dapat melakukan penyelenggaraan IG terutama
dalam hal pengelolaan DG dan IG sesuai dengan ketentuan yang ada termasuk salah
satunya dalam kegiatan SDI. Pembinaan tersebut dilakukan dengan sosialisasi da konsultasi
pengelolaan data dan katalog unsur geografi Indonesia termasuk yang dilakukan melalui
sosialisasi. Sedangkan dalam hal Layanan KUGI, BIG mengkatalogkan DG dan |G dari
berbagai produsen data di K/L bersama dengan wali data di K/L tersebut.
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Oleh karena itu, maka perlu dibuat standar pelayanan ini sebagai acuan bagi unit yang
bertugas di lingkungan BIG. Standar pelayanan ini hadir untuk menjamin layanan sosialisasi
dan konsultasi penyiapan, penyimpanan, pengamanan, penjaminan kualitas DG dan I1G
termasuk layanan mengenai pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia. Selain itu
standar pelayanan sosialisasi dan konsultasi pengelolaan data dan Katalog Unsur Geografi

Indonesia dapat menjaga pelaksanaan yang akuntabel dalam rangka pembinaan kepada
K/L/D.

STANDAR PELAYANAN

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan
Informasi Geospasial;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,
dan Penerapan Standar Pelayanan;

7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi
Geospasial;

2. Persyaratan Jenis layanan meliputi penyediaan:

Pelayanan 1. Layanan Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan DG dan
|G yang meliputi penyiapan dan penyimpanan, penjaminan
kualitas, serta pengamanan DG dan |G dengan syarat
Surat Permohonan sosialisasi atau konsultasi yang
ditujukan kepada Kepala Pusat Pengelolaan dan
Penyebarluasan Informasi Geospasial.

2. Layanan pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia di
website KUGI dengan syarat Surat Permohonan
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NO.

KOMPONEN

URAIAN

pemutakhiran ~ KUGI  dari ~ Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Kepala Pusat
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial.

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

SOP sosialisasi dan konsultasi pengelolaan DG dan IG.
SOP pengelolaan KUGI di website KUGI.

Jangka Waktu
Penyelesaian

Layanan Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan DG dan
IG

a. Pembentukan Tim Sosialisasi dan Konsultasi : 1 Hari
b. Koordinasi Pelaksanaan : 1 hari

c. Persiapan Sarana dan Prasarana : 1 hari

d. Pelaksanaan : 1—5 hari

Layanan pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia di
website KUGI

a. Analisis : 1—5 hari

b. Pemutakhiran KUGI di website KUGI : 3 hari

Biaya/ Tarif

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Badan Informasi Geospasial.

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Badan Informasi Geospasial.

Produk dan
Jasa Pelayanan

Jenis layanan meliputi penyediaan:
1.

Layanan Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan DG dan
IG

Layanan pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia di
website KUGI.

Sarana,
Prasarana, atau
Fasilitas

el o SR

Ruang Penerima Tamu

Ruang Administrasi dan Keuangan
Ruang Rapat

Perangkat lunak GIS

Website KUGI

Jaringan Internet dan Intranet
Sistem Komunikasi
Komputer/Laptop
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NO. KOMPONEN URAIAN
9. Kartu Pengunjung/Tamu
10. Kartu Pegawai
11. Materi sosialisasi dan konsultasi pengelolaan DG dan IG
8. Kompetensi 1. Pimpinan: Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan
Pelaksana Informasi Geospasial.
2. Layanan Konsumen
a. Penerima Tamu: min. SMA sederajat, pengalaman
min. 1 tahun.
b. Administrator Persuratan: min. SMA sederajat,
pengalaman min. 1 tahun.
3. Layanan Administrasi
Petugas Administrasi dan Keuangan: min. SMA sederajat,
pengalaman min. 1 tahun.
4. Layanan Proses
a. Petugas Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan DG
dan |G dengan kompetensi jabatan fungsional
surveyor pemetaan atau pranata komputer tingkat ahli
dalam rangka pengelolaan data dan informasi
geospasial
b. Petugas pengelolaan Katalog Unsur Geografi
Indonesia di website KUGI dengan kompetensi jabatan
fungsional surveyor pemetaan atau pranata komputer
tingkat ahli dalam rangka pengelolaan data dan
informasi geospasial
9. Pengawasan Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala BIG, Sekretaris
Internal Utama BIG, Inspektur BIG, para Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama terkait, dan internal auditor BIG.
10. Penanganan 1. Pos Elektronik: info@big.go.id
Pengaduan, 2. Telepon/faksimile: 021-8753155
Sarana, dan
Masukan
11. | Jumlah 1. Pimpinan: 1 (satu) orang Kepala Pusat Pengelolaan dan
Pelaksana Penyebarluasan Informasi Geospasial.

2. Layanan Konsumen

a. 1 (satu) orang Penerima Tamu.

b. 3 (tiga) orang Administrator Persuratan.
3. Layanan Administrasi

2 (dua) orang Petugas Administrasi dan Keuangan.
4. Layanan Proses
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NO.

KOMPONEN

URAIAN

a. 10 (sepuluh) orang Petugas Sosialisasi dan Konsultasi
Pengelolaan DG dan IG

b. 10 (sepuluh) orang Petugas pengelolaan Katalog
Unsur Geografi Indonesia di website KUGI.

12,

Jaminan
Pelayanan

1. Pelayanan Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan DG dan
IG vyang sesuai dengan SOP yang berlaku di Pusat
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial
(PPPIG)

2. Pelayanan pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia
di website KUGI yang sesuai dengan SOP yang berlaku di
Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi
Geospasial (PPPIG)

3. Mutu layanan dapat terjaga karena pengguna jasa adalah
penyelenggara IG.

13:

Jaminan
Keamanan Dan
Keselamatan
Pelayanan

1. Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan oleh sumber daya
manusia dengan kompetensi baik dari sisi pengetahuan,
sikap, maupun keterampilan sesuai dengan kriteria yang
telah ditetapkan.

2. Produk atau jasa IG yang diserahkan kepada konsumen
sudah melalui proses pengendalian mutu yang memadai.

3. Pengendalian mutu dilakukan sesuai standar teknis dari
setiap produk dan jasa.

4. Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan sesuai dengan
standar terkait.

14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi pelayanan melalui survei kepuasan dilaksanakan
dengan media kuesioner dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

8 dari 10



0} uep 6

( J 1es3|as|8
Oldd 1esnd ejeday
uesode - 1sejuawnyoq - : epeday uesode| ueyiedweAusiy
ol
uep oq ueejojaduad S—— o] uep 9 ueejoja8duad ISE}NSUOY .
1583NSU0Y | euesesesd neje ISes||eISOS ueyeuesye|3|N
neje ISesi|elsos - uep eueJes -
uexyningip
eyl segny jeans -
ISEHHUON o) uep oq ueejojpduad 1se}NSUOY
ay -
ueyt cmcaﬁwmv_v_ _H_ neje isesi|eisos ueeuesye2d| ¢
1SE40|
se3|NSUOH uep nem) esesesd uep eueies uexdelAusiy
NEe}e |Sesijeisos ueeuesye|ad
euesesesd uep BUBJES - euedu3l -
Se}jnsuo
25UJAJU0I Cm_ _..:” “ A @a/1/) ueduap 9|
oapiA neje ‘auoyda|al ‘|lewa S eyt _H_ uep 9@ ueejojaduad iseynsuoy neye|
‘g ednuiag 1edep 1Se}IUNWOY BIpaW lisex0) uEp MNEM) [SEHIROd -
! ! ueeuesye|ad euesual - eipaw - isesi|eisos ueeuesye|ad ISEUIPIOO)
SEie 9| uep oq uee|oja8uad 1SEINSUOY .
wnseyep-| sndey Isisodsip - _H.Ill_ uep ISesI|BISOS Wi YNjuaquiajy
|eisedsoa8 1sewuiojul
uesenjeqaiuad uep ueejoja3uad
Se}nsuo
e 1 _H_ jesnd ejeday epeday ueyninip| 7
1SB}NSUOY Neje |Ses||eisos _ ;
nese 1sesijeIsos ueuoyouLad JueA 1sensuoy neje Ises||eisos
ueuoyowuad - 1euns - ueuoyowad 1eins uejWUISUaN
i eInN| T
ndino npjem | uedeyBuaja s3s5014 se8n1a, Idd snde 1
ueduelala)y A IS d 9 | e A ann inpasoud ueiein ON
ninw nyeg euesyejad

o1 NYa 9d NYY10TIONId ISYLINSNOM NVA ISYSITVISOS
FHNAIFD0Hd ONILYHIJO HYANVLS




0L Hep 0l

NVI4GS NNGI

“TVISYdS039D ISYINHOLNI NVAVE
TVISVASO3D ISYINHOANI NIHNY LSYHANI
ONvalg 1LNd3d

( J 1853|335

1583 1UNWoy
ueyt uegemel jeins uey LIQUIBN

ueqgemel jeans - elpaw -
19N 3¥sqam
snsuniad 21epdn uexnye|aw . SO SIHAM - _|||_ 1p uesndeySuad neje ‘ueyeqniad

1
snjun ueynpadip SueA npem uenies ajepdruay| e BlEp JNPNILS i P 4 Heq
SueA |oNY 3lisgam - ueyegnuad }esp - ‘ueyequeuad ueynye|ay
nexian nosaRp

einjelad -

Jnsunsad ajepdn ueynyejaw ueys-1 N nhm 19Ny Ip insun eped
ys-
niun uexnpadip SueA nyem uenjes . eiep inpPnJis ueyegniad sisijeu

: TR ; e1ep Inpinis - OTT6T OSI INS - e iep Jnpjniis ueyeq isi|euy

ueyeqniad 1esp - 19N 22SqaM -

19N
Ip B1BP JNP{NILS 19Ny 1p 4nsun eped ejep
19N 1p B1EP ueyeqnuad D anpjnuys ueyeqniad ueejuiuad
Jnpjnus ueyeqniad veuoyowuad ueuoyounad 1eins uejuwiLndusiy

uveuoyounad - 1e4ns -
( J leiniy

ndyno npem | uedex8uajay | sasold sednia snde
uedueiala)y M AU : il e a a/ inpasoid ueieln
ninw nyeg euesyejad

VISINOAN! 14VH903D YNSNN DOTVHYM FL/SFIM 1A VISINOANI I4YHO0ID JNSNN O0TVLYM NYVI10T3IONId
JHNAIFO0Hd ONILYHEIJO HYANVLS



